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MOTTO :

“ Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(Q.S. AL-Bagarah: 153)
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Judul Skripsi  : UNSUR-UNSUR DAN SANKSI TINDAK PIDANA
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

Penulis, Pembimbing,

TOMI APRIANSA KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Adapun yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai
berikut :

1. Apakah unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ?.

2. Apakah sanksi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ?.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian
hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian
hukum normatif.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, data sekunder
yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan
yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang
berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka,
antara lain :

a. Bahan hukum primer
Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari
peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 8
tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan- penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil
penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu
melalui studi kepustakaan (/ibrary research) yaitu penelitian untuk mendapatkan
data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber
kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan
tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-
buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang
terkait dalam penulisan skripsi ini.
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Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru
kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu
dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan
efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis.
Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan
dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku
khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal
yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil
analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

Berdasarakan pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :

1. Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup , yaitu

a. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup. zat, energy,
dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup;

b. Dilakukan kegiatan manusia;

c. Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

2. Sanksi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yaitu berupa ancaman pidana yang dijatuhkan berupa
pidana penjara dan denda serta dapat dikenakan pidana tambahan atau
tindakan tata tertib berupa:

Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
Perbaikan akibat tindak pidana;

Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga)
tahun.”
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup Indonesia tentu berbeda dengan lingkungan hidup
dengan negara lain, seperti lingkungan hidup Jepang, Amerika, Malaysia, dan
negara-negara lain. Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup
yvang ada dalam batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Didalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan
hidup dijelaskan bahwa lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak
mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif.*

Dengan demikian pengertian lingkungan hidup sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 yaitu kesatuan
ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk di
dalamnya manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya adalah
lingkungan hidup dalam pengertian ekologi.

Akan tetapi apabila lingkungan hidup dikaitkan dengan pcngelolaan}lya,
maka haruslah jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut.
Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu
pengertian hukum. Dalam pengertian ini, lingkungan hidup Indonesia adalah

kawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua

" R.M. Gatot P. Soemartono, 2010, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, hlm 19




samudera dengan iklim tropis, cuaca, dan musim yang memberikan kondisi
alamiah dan kedudukan serta peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat
bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam
segala aspeknya. Dengan demikian wawasan dalam menyelenggarakan
pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara.”

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri dari
subsistem yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, dan fisik, dengan
corak ragam yang berbeda antara subsistem yang satu dengan yang lain, dan
dengan daya dukung lingkungan yang didasarkan pada keadaan daya dukung
lingkungan akan meningkatnya keselarasan dan keseimbangan subsistem,
yang juga berarti mehingkatkan ketahanan subsistem.

Dalam pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan
mempengaruhi subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi
pula ketahanan subsistem secara keseluruhan. Oleh karenanya, maka
pengelolaan lingkungan hidup Indonesia menuntut dikembangkannya suatu
sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Untuk itu diperlukan kebijaksanaan Nasional pengelolaan lingkungan
hidup, yang pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara
‘Nasional” baru dilakukan dalam dasa warsa terakhir ini.”

Pembangunan pada hakikatnya adalah pengubahan lingkungan dengan

memanfaatkan secara terus menerus sumber daya alam guna meningkatkan

2 Jbid, hlm 20
 Ibid, him 21



kesejahteraan dan mutu hidup. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam
terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas,
sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut semakin meningkat
sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi
kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam.

Dipihak lain daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya
tampung lingkungan hidup menurun. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus
dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi,
selaras, dan seimbang.”

Dengan meningkatnya pembangunan di Indonesia memungkinkan
limbah bahan sisa yang dibuang ke lingkungan semakin bertambah banyak.
Limbah-limbah kegiatan tersebut diperkirakan akan menimbulkan perubahan
sifat fisik, kimia dan/atau biologis, yang berlanjut terjadinya degradasi
lingkungan pada ekosistem penerima limbah tersebut. Sebagai contoh
aktivitas industri selama prosesnya seringkali menimbulkan limbah cair, yang
mengandung racun. Limbah cair tersebut dibuang ke perairan, bahkan
seringkali dibuang langsung ke perairan umum tanpa pengolahan.”

Hal ini sangat berbahaya bagi lingkungan, karena menyebaf)kan
degradasi bahkan kerusakan atau kehancuran ekosistem penerima limbah,
terutama apabila lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang sangat

produktif khususnya pembangunan di bidang industri, jumlah limbah pun

. Sukanda Husin, 2009. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, him 25.

* ) Supriharyono, 2004, Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Sains Plus
Kemala Rahmadika, Semarang, him 1



akan semakin meningkat, baik yang berbahaya maupun yang beracun
sehingga membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia.

Limbah-limbah tersebut harus ditangani dengan perlakuan khusus,
mengingat bahaya dan risiko yang mungkin ditimbulkan apabila limbah ini
menyebar ke lingkungan, akan dapat dipastikan kualitas lingkungan akan
semakin menurun. Hal tersebut termasuk proses pengemasan, penyimpanan,
dan pengangkutannya. Pengemasan limbah-limbah tersebut dilakukan sesuai
dengan karakteristik limbah yang bersangkutan.

Limbah yang dihasilkan industri minyak bumi umumnya mengandung
logam-logam berat maupun senyawa yang berbahaya. Selain logam berat,
limbah, atau air buangan industri, minyak bumi juga mengandung senyawa-
senyawa hidrokarbon yang sangat rawan terhadap bahaya kebakaran. Dalam
setiap kegiatan industri, air buangan yang keluar dari kawasan industri
minyak bumi harus diolah terlebih dahulu dalam umnit pengolahan limbah,
sehingga air buangan yang telah diproses dapat memenuhi spesifikasi dan
persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Air sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia
serta mahluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya
untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan
bagi mahluk hidup lainnya. Supaya air dapat bermanfaat sebesar-besarnya
bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka air perlu dipelihara, dijaga

dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran air.



Untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air
dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan
kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Sektor industri adalah sektor yang paling disorot dalam perubahan
lingkungan selama ini. Dengan adanya kegiatan industri atau dengan kata lain
kawasan industri berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup
sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan pencemaran air dengan
meﬁerapkan baku mutu air limbahnya.

Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 ayat 13, baku
mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi
atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya dalam suvatu sumber daya tertentu sebagai unsur
lingkungan hidup.

Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak
dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada
umumnya diberikan kepada badan-badan eksekutif dan kepolisian.
Sedangkan penegakan hukum reprensif dilakukan apabila usaha preventif
telah dilakukan ternyata masih juga terdapat usaha pelanggaran hukum.
Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara reprensif oleh alat-alat penegak
hukum yang diberi tugas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk

mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan unsur-unsur

tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut, untuk maksud tersebut



1. Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Sanksi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian
hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yéitu penelitian
hukum normatif.

2. Jenis dan Sumber data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, data sekunder
yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-
undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku
lainnya
Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang
diperoleh dari pustaka, antara lain : .

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari

peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 8

tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder



Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil
penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk
mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan
menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian
serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan
permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar,
perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam
penulisan skripsi ini.
4. Teknik Analisa Data
Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan
diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya
menguratkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,
sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan
interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil"dari
sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan
menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku
khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu

hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum,



sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam
penelitian.
E. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta
Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang
erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Unsur-unsur
Tindak Pidana, Pidana dan Pémidanaan, Pertanggungjawaban Pidana dan
Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Bab IIl, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Unsur-unsur
tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut U.ndang-Undang No. 32
Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Sanksi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang
No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dan istilah yang dikenal dalam hukum
pidana Belanda yaitu “straftbaar feit” atau “delict”. Walaupun istilah ini
terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda
(KUHP), dengan tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud
dengan strafibaar feit atau delict itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha
untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, tapi sayangnya sampai saat ini
belum ada keseragaman pendapat mengenai pengertian tindak pidana tersebut.

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah
“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut” .%

Yulies Tiena Masriani memberikan arti Peristiwa Pidana (Tindak Pidana)
adalah : suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang
oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu d%pat
dikenai sanksi pidana (hukuman) D

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur

lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang

® Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, him. 59

? Yulies Tiena Masriani, 2007, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.
62.
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11

ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir
(dunia).
a. Menurut Moeljatno
Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut :

1) Kelakuan dan akibat perbuatan
2) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4) Unsur melawan hukum yang obyektif
5) Unsur melawan hukum yang subyektif. *
b. Menurut Yulies Tiena Masriani

Menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu :

1) Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah
perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat
perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.

2) Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang
dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku
itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur
kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat
dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-
Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur
kesengajaan.”

¢. Menurut Wirdjono Prodjodikoro
Memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut :

1) Subjek tindak pidana

2) Perbuatan dari tindak pidana

3) Hubungan sebab-akibat (causaal verban)
4) Sifat melanggar hukum (onrechtmatigheid)
5) Kesalahan pelaku tindak pidana

6) Kesengajaan (opzer).'”

¥ Moeljatno, Op. Cit, hlm. 69.
? Yulies Tiena Masriani, Op.Cit., him. 62

' Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama,
Bandung, hlm. 59.
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d. Unsur-unsur perbuatan pidana
1) Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang

2) Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik

3) Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan pengahapus pidana.'"”

Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok
yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif.
a. Unsur pokok subyektif :

Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”.
Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan.

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga
bentuk, yaitu :

1) Kesengajaan sebagai maksud

2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti

3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.
- Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu :

1) Tidak berhati-hati

2) Dapat menduga akibat perbuatan itu

b. Unsur pokok obyektif terdiri dari :
1) Perbuatan manusia
2) Akibat dari perbuatan manusia
3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan im1 dibedakan artara
keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah
perbuatan dilakukan
4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. )

L]

Selanjutnya Satochid Kartanegara dalam buku “hukum pidana bagian
satu” yang dikutif oleh Leden Marpaung bahwa unsur delik terdiri dari

unsur subyektif dan unsur obyektif.

) Schaffmeister dkk, 2008, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 25

' Leden Marpaung, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,
hlm. 9




a. Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia, yaitu :
1) Suatu tindakan
2) Suatu akibat
3) Keadaan
b. Unsur subyektif dart perbuatan
1) Dapat dipertanggungjawabkan
2) Kesalahan.'”

B. Pidana dan Pemidanaan

Istilah hukum pidana mengandung beberapa arti atau lebih tepat jika
dikatakan, bahwa Hukum Pidana itu dapat dipandang dari beberapa sudut,
yaitu pertama dari sudut Hukum Pidana dalam arti objektif dan Hukum Pidana
dalam arti subjektif.

Moeljatno menyatakan Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan
hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-
aturan untuk:

a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu
bagi barang siapa, yang melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan. :

c¢. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat

dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan
tersebut.'”

Kata “Tindak Pidana™ merupakan terjemahan dari “Strafbaar feit”,

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana dan beliau tidak setuju dengan

istilah “Tindak pidana” karena menurutnya tindak lebih pendek dari pada

) Ibid., him. 10.

' Pipin Syarifin, 2001, Hukum Pidana Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, him. 13



14

“perbuatan” tapi tindak, tidak menunjukan kepada hal yang abstrak seperti
perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkret."”

M.H.Tirta Amidjaya memakai istilah “Pelanggaran Pidana”. Mr. E.
Litracht memakai istilah “Pristiwa Pidana”, umumnya tindak pidana di
sinonimkan dengan Delik yang berasal dari bahasa latin yakni kata Delictum,
dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: Delik
pemberatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran
terhadap Undang — undang tindak pidana”. 1)

Berdasarkan rumusan Simons maka delik (Straftbaar feif) memuat
beberapa unsur yakni :

a. Suatu perbuatan manusia

b. Perbuatan itu dilarang dan di ancam dengan hukuman oleh undang -
undang,

c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung
jawabkan.'”

Pada umumnya Delik terdini dua unsur pokok yaitu unsur subjektif
dan objektif, unsur subjektif ialah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku,
asas pokok hukum pidana “Tak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”,
kesalahan yang dimaksud disini adalah sengaja dan kealfaan. sengaja ada tiga
bentuk, yaitu: )

a. Sengaja sebagai maksud

b. Sengaja dengan keinsyafan pasti

15 Laden Marpaung, 2004, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta,
hlm.8

') 1bid, him.9.

" 1bid., him 14.



c. Sengaja dengan keinsyafan akan kemungkinan

Sedangkan kealfaan adalah merupakan bentuk kesalahan yang lebih
ringan dari Dolus (sengaja), ada 2 bentuk kealfaan, yaitu:
a. Tak berhati — hati
b. Dapat menduga akibat perbuatan itu.

Sedangkan unsur objektif merupakan unsur dari diri pelaku yang terdiri
atas;

a. Perbuatan pidana
1. act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan pasif;
2. omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan
yang mendiamkan atau membiarkan;
b. Akibat ( result ) perbuatan manusia
c. Keadaan — keadaan ( circumstances )
d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.'?

Tindak pidana juga dapat disebut dengan delik yang artinya perbuatan
yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Tetapi untuk
menentukan suatu perbuatan itu merupakan perbuatan pidana atau bukan, harus
ada dasarnya yang mana dasar tersebut lebih dikenal sebagai asas legalitas
(principle of legality) yaitu asas yang menentukan bahwa : tidak ada perbuatan
yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak di tentukan terlebih
dahulu dalam perundang-undangan — (pasal 1 ayat 1 KUHPid) yang lebrh di

kenal dalam bahasa latin sebagai nullum delictum nula poena sine provia lege.

Hukum pidana dikenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau macam-

macam tindak pidana seperti yang akan dijelaskan dibawah ini.

1. Tindak Pidana Menurut Doktrin

'™ Laden Marpaung, Asas — Teori — Praktik Hukum Pidana, Op Cit., him. 10.
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a. Dolus dan Culpa

Dolus yang berarti sengaja; delik dolus adalah merupakan perbuatan sengaja
yang dilarang dan diancam dengan pidana. Contoh : Pasal 338
menghilangkan nyawa orang KUH Pidana. Sedangkan Culpa berarti alpa
atau lalai “culpose delicten” yang artinya perbuatan yang dilarang dan
diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, hanya karena
kealpaan (ketidak hati-hatian) saja. Contoh Pasal 188 KUHP karena

salahnya terjadi kebakaran.

b. Komisionis, Omisionis dan Komisionis Per Omisionis
Tindak pidana Komisionis yaitu tindak pidana yang .terjadi dengan cara
berbuat sehingga perbuatan itu melanggar larangan. Seperti mencuri Pasal.
362 dan membunuh Pasal 338 KUH Pidana, sedangkan omisionis delik
yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), biasanya
delik formil seperti Pasal 164 dan 165 KUH Pidana, Komisionis Per
Omisionis yakni delik yang pada umumnya dilakukan dengan perbuatan,
tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang
tampak tidak berbuat) seperti Pasal 338 KUH Pidana seorang ibu yang

hendak membunuh bayinya berbuat dengan tidak memberikan susu kepada

bayinya, jadi tidak berbuat.

c. Materil dan formil
Katagorisasi ini di dasarkan pada perumusan tindak pidana. Delik materil
yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang

dan diancam dengan pidana dan undang-undang. Sedangkan delik formil
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terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I yang membedakan

antara kejahatan dan pelanggaran seperti :

a. Percobaan (poeging) atau membantu (medeplictigheid) untuk
pelanggaran tidak dipidana pasal 54 dan 60 KUH Pidana.

b. Daluwarsa (verjaring) bagi kejahatan lebih lama dari pada bagi
pelanggaran pasal 78 dan 84 KUH Pidana.

c. Pengaduan (klacht) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak
ada pada pelanggaran

d. Peraturan pada perbarengan (samenloop) adalah berlainan untuk

kejahatan dan pelanggaran

C. Pertanggungjawaban Pidana
Ajaran kemampuan bertanggungjawab ini mengenai keadaan jiwa atau
batin seseorang yang normal atau sehat ketika melakukan tindak pidana. Arti
kemampuan bertanggungjawab dalam M.v.T, diterangkan secara negative,
bahwa tidak mampu bertanggungjawab dari pembuat adalah :

1. dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat
atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang. .

2. dalam hal pembuat ada di dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak
dapat mengisyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hokum
dan tidak mengerti akibat perbuatannya.'”

Keterangan secara negative kemampuan bertanggung-jawab dalam

M.v.T tersebut, ternyatalah bahwa pembentuk undang-undang mengambil

sebagai pokok pangkal bahwa pada umumnya orang-orang mempunyai

") Sofjan Sastrawidjaja, 2001, Hukum Pidana Asas Pidana sampai dengan Alasan
Peniadaan Pidana, Armico, Bandung, him. 181.
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jiwa/batin yang normal/sehat, sehingga mampu bertanggung jawab atas
perbuatannya.

Hanyalah apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung
jawab ini pada terdakwa, maka kemampuan bertanggung jawab ini harus
dibuktikan.

Menurut Van Hamel, orang mampu bertanggung-jawab itu harus
memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh
dari perbuatannya sendirt;

2. mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan
dengan ketertiban masyarakat;

3. mampu untuk menentukan kehendakanya dalam melakukan
perbuatan.””

Menurut Simons, mampu bertanggung-jawab adalah mampu untuk
menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan
itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menurut Moeljatno, dengan menyimpulkan ucapan-ucapan sarjana
menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan
itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

1. kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik

dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan

hukum;
2. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan

tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.”"

Pertama merupakan faktor akal, yaitu dapat membedakan antara

perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Yang kedua merupakan

0 Ibid., him. 182.

2D Ibid., him. 183.
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faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya
dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak boleh.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa orang yang tidak mampu

bertanggung jawab adalah orang yang keadaan jiwa/batin tidak seperti apa
yang dirumuskan di atas. Keadaan jiwa/batin tidak normal/sehat itu, yang
menurut pasal 44 KUHP disebabkan karena jiwanya cacat dalam
pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Tidak mampu bertanggung
jawab ini dapat dikatakan merupakan alasan peniadaan kesalahan (alasan
pemaaf), yang dapat dibedakan dengan alasan pemaaf-alasan pemaaf yang
lainnya, seperti yang diatur dalam pasal-pasal: 48 KUHP (daya paksa): 49 ayat
(2) KUHP (bela paksa lampau batas); 51 ayat (2) KUHP (perintah jabatan tidak
sah). Kalau dalam tidak mampu bertanggung jawab fungsi jiwa/batinnya itu
disebabkan karena memang organ jiwa/batin tidak normal, sedangkan dalam
pemaaf-alasan pemaaf yang lainnya fungsi jiwa/batinnya tidak normal itu
disebabkan karena keadaan dari luar organ jiwa/batinnya adalah normal.

Cara untuk menentukan ketidak mampuan bertanggung jawab terhadap

seseorang, sehingga ia tidak dapat dipidana ada 3 sistem yaitu:

1. Sistem deskriptif (menyatakan), yaitu dengan cara menentikan
dalam perumusannya yaitu sebab-sebabnya tidak mampu bertangung
jawab. Menurut sistem ini, jika psikiater telah menyatakan seseorang
sakit jiwa, maka dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana.

2. Sistem normatif (menilai), yaito dengan cara hanya menyebutkan
akibatknya yakni tidak mampu bertanggung jawab tanpa menentukan
sebab-sebabnya, yang penting di sini adalah apakah orang itu mampu
bertanggung jwab atau tidak? Jika dipandang tidak mampu
bertanggung jawab, maka apa yang menjadi sebabnya tidak perlu
dipikirkan lagi.

3. Sistem deskriptif-normatif, yaitu dengan cara gabungan dari cara
butir 1 dan 2 tersebut, yakni menyebutkan sebab-sebabnya tidak
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mampu bertangung jawab. Dan hal ini harus sedemikian rupa
akibatnya hingga dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu
bertanggung jawab.*”

Sistem butir 3 inilah yang dianut oleh KUHP kita. Dengan cara
gabungan ini maka untuk dapat menentukan bahwa terdakwa tidak mampu
bertanggung jawab, dalam praktik diperlukan adanya kerja sama antara
psikiater dengan hakim. Psikiater yang menentukan ada atau tidak adanya
sebab-sebab yang ditentukan dalam undang-undang sedangkan hakim yang
menilai apakah karena sebab-sebab itu terdakwa mampu bertanggung jawab
atau tidak.

Dalam hal pasal 44 KUHP, psikiater yang menentukan adanya jiwa cacat
dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, sedangkan hakim yang
menilai bahwa karena sebab-sebab itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan
atas perbuatannya.

Jelaskan bahwa hakim memerlukan pendapat dari seorang psikiater,
tetapi pendapat dari seorang psikiater ini tidak mengikat keputusan hakim.
Hakim bebas untuk menentukan pendapatnya sendiri, meskipun dalam praktik
pada umumnya hakim mengikuti pendapat dari seorang psikiater itu. Mungkin
pula dalam hal ini seorang psikiater memberikan pendapatnya mengenai
apakah terdakwa yang dalam keadaan jiwa sedemikian itu dapat atau tidak
dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, yang sesungguhnya

merupakan tugas hakim untuk menentukannya. Akan tetapi mungkin juga

) R. Achmad Soema DiParadja, 2003, Asas-asas Hukum Pidana, Alumni, Bandung,
him. 14
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pendapat tersebut tidak diberikan oleh seorang psikiater, karena ia merasa tidak
berwenang.

Keadaan jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya dalam pasal 44 KUHP
itu ialah disebabkan karena dungu atau pandir. Kemabukan tidak termasuk
golongan im, kecuali apabila kemabukan itu ditimbulkan oleh penyakit jiwa.
Demikian pula kebutaaksaraan tidak termasuk dalam golongan ini, kecuali
kebutaaksaraan itu disebabkan oleh karena pertumbuhan jiwa yang cacat itu.

Seseorang yang membawa dirinya dalam keadaan tidak sadar, dengan
maksud agar ia dalam ketidaksadaran itu menjadi berani melakukan suatu
tindak pidana dengan minum-minuman keras atau memabukkan diri,
menggunakan narkotika, dan sebagainya, kehendak untuk melakukan tindak
_pidana itu telah ada padanya sebelum membawa dirinya dalam keadaan tidak
sadar, sehingga kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana
yang telah dilakukannya itu. Demikian pula seseorang yang membawa dirinya
dalam keadaan tidak sadar, karena minum-minuman keras, menggunakan
narkotika, dan sebagainya, harus dapat mengira bahwa dalam ketidaksadaran
itu besar kemungkinan ia bisa melakukan suatu tindak pidana, sehingga
kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang felah
dilakukannya itu.

Di dalam praktik dijumpai bebrapa macam keadaan jiwa yang hanya
sebagian dihinggapi penyakit jiwa, yang disebut dengan tidak dapat
dipertanggung jawabkan sebagaian. Orang yang dihinggapi penyakit jiwa ini

disebut dengan psychopaten. Macam dari penyakit jiwa ini seperti:
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I. Kleptomanie, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk
mengambil sesuatu jenis barang tertentu kepunyaan orang lain tanpa
disadarinya atau di luar kehendaknya. Misalnya kesukaan untuk
mengambil pulpen, sedangkan jenis barang lainnya tidak. Jadi
apabila ia melihat pulpen tanpa disadarinya lalu diambilnya dan terus
pergi. Dalam perbuatan-perbuatan lainnya jiwanya normal.

2. Pyromanie, yaitu penyakit yang berupa kesukaan untuk melakukan
pembakaran tanpa alasan sama sekali dan di luar kehendaknya. Akan
tetapi untuk perbuatan-perbuatan lainnya jiwanya normal.

3. Nymphomanie, yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki jika
bertemu dengan seorang wanita maka berbuat yang tidak senonoh,
untuk perbuatan-perbuatannya lainnya jiwanya normal.*”

Di negeri Belanda telah ada peraturan yang khusus mengatur orang-
orang yang dihinggapi penyakit jiwa tersebut, yang disebut dengan
Psychopatenwet tahun 1925 yang kemudian diubah pada tahun 1928. akan
tetapidi Indonesia belum ada peraturan yang mengatur tentang psykopat
tersebut. Di Indonesia orang-orang yang dihinggapi penyakit jiwa tersebut
tidak dapat digolongkan sebagai jiwanya cacat dalam tumbuhannya atau
terganggu karena penyakit menurut pasl 44 KUHP, mereka dapat dipidana.

Selain dari orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagian itu,
dalam praktik ada juga orang yang kurang dapat dipertanggung jawabkan.
Orang-orang dalam keadaan jiwanya sedemikian ini, yaitu tingkat keadaan
Jiwanya ada di bawah normal. Jadi tingkat keadaan jiwa itu ada empat
tingkatan, yaitu : tidak normal; sebagian normal; kurang normal; normal.

Kemampuan bertanggung jawab itu merupakan suatu unsur dari

kesalahan. Apabila seseorang melakukan tindak pidana yang tidak dapat

) Sofjan Sastrawidjaja, Op.Cit., him. 186.
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dipertanggung jawabkan kepadanya, maka kesalahannya pun tidak ada,
sehingga ia tidak dapat dipidana.
Pertanggungjawaban dari si pembuat atas perbuatan Pidana yang telah

dilakukan, dan perbuatan itu tercela dan dengan kesalahan itu bisa sengaja

atau kelalaian.>”

Subjek Hukum Pidana adalah manusia dalam kualifikasi tertentu, antara
lain :

Penanggung jawab peristiwa Pidana;

Polisi yang melakukan penyidikan;

Jaksa yang melakukan penuntutan;

Pengacara;

Hakim yang mengadili;

Petugas lembaga permasyarakatan yang melaksanakan -cksekusi
putusan Hakim.*®

SN =~

Penanggung jawab peristiwa Pidana dapat dikualifikasi atas Penanggung
jawab penuh dan Penanggung jawab sebagian. Penanggung jawab Penuh
adalah tiap orang yang menyebabkan (turut serta menyebabkan) peristiwa
pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya. Termasuk

dalam kategori ini adalah :

dader; penanggung jawab mandiri;

mede dader ; penanggung jawab bersama;

medepleger ; penanggung jawab peserta;

doen pleger; penanggung jawab penyuruh;

=l Bambang Purnomo, 2001, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta .him.
24.

% Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, /ntisari Hukum Pidana, Ghalia
Indonesia, Jakarta, him.30
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- uitloker ; penanggung jawab pembujuk atau perencana.

D. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pembangunan memanfaatkan secara terus-menerus sumber daya alam
guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu
ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah
maupun dalam kualitas. Sedangkan permintaan akan sumber daya alam
semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk
memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Di lain
pihak daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung
lingkungan hidup dapat menurun.

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur serta fungsi
dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup akan merupakan beban sosial yang pada

_akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Arah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah pembangunan
ekonomi dengan bertumpukan pada pembangunan industri yang diantaranya
memakai berbagai jenis bahan kimia dan zat radio aktif. Disamping
menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga
menimbulkan akses, antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan

beracun, yang apabila dibuang kedalam media lingkungan hidup dapat
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mengancam lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia
serta makhluk hidup lainnya.

Secara global, ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan
kualitas hidup manusia. Pada kenyataannya, gaya hidup masyarakat industri
ditandai dengan pemakaian produk yang berbasis kimia telah meningkatkan
produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal ini merupakan tantangan
besar terhadap cara pembuangan yang aman dengan resiko yang kecil terhadap
lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk
hidup lainnya.

Dari uraian singkat diatas, aktifitas pembangunan yang pesat disatu sisi
dan terbatasnya daya dukung sumber daya alam serta pengunaan bahan-bahan
kimia dan zat radio aktif berbahaya dalam kegiatan produksi dilain pihak dapat
menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Yang penulis sebut
terakhir inilah merupakan penyebab terjadinya lingkungan hidup, manakala
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu dirasa merugikan terhadap
orang perseorangan, mauoun kelompok masyarakat.

Untuk lebih memahami pengertian pencemaran lingkungan hidup dan
perusakan lingkungan hidup dapat penulis kemukakan yang dimaksud dengan
pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukannya makhluk
hidup, zat, energi dan komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan
manusia sehingga kualitasnya menurun sampai ketingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan

peruntukannya. Sedangkan yang diartikan dengan perusakan lingkungan hidup
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pergaulan sedangkan lingkungan hidup adalah jumlah semua benda yang hidup
serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati, manusia adalah bagian
lingkungan hidup. Oleh kamna itu kelakuan manusia dan dengan kondisi
sosialnya merupakan unsur lingkungan hidup.*”

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:
“lingkungan hidup adalah sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda,
daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahtraan
manusia serta makﬁluk hidup lainnya.” Bahwa lingkungan hidup merupakan
tempat makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang saling berinteraksi
merupakan suatu rantai sistem saling ketergantungan namun demikian baik
lingkungan ﬁsik; biologis dan lingkungan-sosial dapat mengalami perubahan
secara cepat maupun berkesinambungan hal tersebut tergantung dari prilaku
manusia dan makhluk hidup yang ada di dalamnya.

Dalam suatu lingkungan hidup yang baik terjalin suatu interaksi yang
harmonis dan seimbang antara komponen-komponen lingkungan hidup yang
paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan, sebaliknya lingkuﬁgan
mempengaruhi manusia  sehingga terdapat hubungan yang saling
mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidup, hal demikian

merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup.

) A. Trisna Sastra wijaya, 2009, Pencemaran Lingkungan, Rineka Cipta, Jakarta,
him. 6.
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Aktivitas manusia dalam mempengaruhi  kebutuhan dan segala
keinginannya yang sangat variatif. pada umumnya tidak di pertimbangkan
kemampuan dan daya dukung lingkungan terhadap aktivitas kehidupan. Hal
inilah yang menyebabkan timbulnya pencemaran dan perusakan mengundang
bencana alam.

Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009
menyatakan bahwa, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannya Makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain kedalam
Lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku mutu
liﬁgkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa  pencemaran
lingkungan hidup selalu berkaitan dengan tata guna lingkungan.Masalah
pencemaran timbul bila mana suatu zat atau energi dengan tingkat konsentrasi
yang demikian rupa, hingga dapat mengubah kondisi lingkungan maupun tidak
langsung pada akhirnya lingkungan tidak lagi berfungsi sebagai mana
mestinya.zs)

Sumber permasalahan lingkungan merupakan ulah manusia yang dalam
aktivitasnya tidak memperdulikan keseimbangan dan keserasian lingkungan.
Manusia selalu berusaha untuk memenuhi ke butuhan dan ke inginannya
dengan tidak mempertimbangkan bahwa aktivitas yang berlebihan dalam
mengeploitasi lingkungan yang memenuhi kebutuhan dan keinginannya akan
melampaui kemampuan lingkungan dalam mendukung perikehidupan, aktivitas
berupa ekploitasi yang berlebihan itulah yang menyebabkan terganggunya
keserasian dan keseimbangan lingkungan. )

Sedangkan menurut Otto Soemarwoto yang dikutip  dari Harun
M.Husin, bahwa kalau di lihat dari segi ilmiah suatu lingkungan dapat di lihat
sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur, unsur tersebut adalah:

1. Kalau suatu zat organisme atau suvatu unsur yang lain seperti gas, cahaya
telah tercampur kedalam sumber daya atau lingkungan tertentu.
2. Karenanya menghalangi atau mengganggu fungsi atau dari
pada sumber daya atau lingkungan tersebut.

*) Harun M. Husin, 2002, Lingkungan Hidup , Masalah Pengelolaan dan Penegakan
Hukumnya, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 23




Pencemaran erat kaitannya dengan berbagai aktivitas manusia antara lain
berupa:

1. Kegiatan-kegiatan industri dalam bentuk limbah, =zat-zat buangan
Berbahaya seperti logam-logam berat, zat radio aktif air buangan Panas
juga dalam bentuk kepulan asap

2. Kegiatan pertambangan, berupa terjadi instalasi kebocoran, Pencemaran
udara dan rusak lahan bekas pertambangan.

3. Kegiatan transportal, berupa kepulan asap baik suhu udara kota,
Kebisingan dari kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar, terutama
minyak bumi dari kapal-kapal tanker dan lain-lainnya.

4. Kegiatan pertanian terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat Kimia
yang memberantas binatang-binatang atau tumbuh-tumbuhan pengganggu
seperti Insekjtisida, Pestisida, Herbisida demikian pula dengan pemakaian
pupuk organik.””

Berbicara mengenai pencemaran, maka dilihat dari sudut faktor
penyebabnya pencemaran lingkungan dapat di bedakan:

a. Pencemaran lingkungan yang dibedakan oleh kegiatan manusia
b. Pencemaran lingkungan yang di sebabkan oleh proses alam.’”

Kegiatan manusia dan proses alam menimbulkan akibat yang sama yaitu
kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan
peruntukannya namun dua faktor penyebab tersebut mempunyai konsekuensi
hukum yang berbeda.

Dalam hal peﬁcerﬁaran lingkungan di éebabkan oleh kegiatan manusia,
maka pihak pencemaran memikul kewajiban membayar ganti kerugian kepada
penderita akan kerugian yang di deritanya dan membayar biaya pemulihan

kepada negara, sedangkan apabila pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh

*) Ibid, him. 175
39 Niniek Suparni, 2003, Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum
Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 126
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alam maka pemerintah memikul beban kewajiban untuk menanggulangi
akibatnya.

Munurut pandangan Emil Salim, mengamati masalah lingkungan dengan
mengaitkannya kepada dua hal yang dapat mengoncangkan keseimbangan
lingkungan hidup. Pertama adalah perkembangan teknologi yang berhasil
diwujudkan oleh akal dan otak manusia. Revolusi Industri adalah kelanjutan
dari penemuan teknologi berupa tenaga uwap, dan penemuan teknologi
manusia tidak berhenti disini. Teknologi sekarang sudah berhasil membawa
manusia menjelajahi ruang angkasa dan mendaratkannya di Bulan. Bahkan
hidup itu sendiri telah dieksprimenkan seperti bayi tabung, sapi suntikan, dan
lain-lain.*"

Kemajuan bidang ilmu pegetahuan dan teknologi tersebut amat
berpengaruh pada tingkah laku manusia, bersamaan dengan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, memberikan tekanan yang semakin berat pada
daya dukung lingkungan semula manusia hanya mengambil dan menyimpulkan
kebutuhan hidupnya dari lingkungan di tempatnya kemudian kemajuan
teknologi tidak saja digunakan sebagai sarana yang efektif untuk memenuhi
dan memuaskan keinginan manusia.

Secara garis besarnya masalah pencemaran ini dapat terbagi menjadi 4
(empat), yaitu :

1. Pencemaran tanah;
2. Pencemaran air;

3. Pencemaran udara;

4. Pencemaran makanan dan obat-obatan.>"

>V 1bid, him. 4

*I A, Trisna Sastra wijaya, Op. Cit., him. 76.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan yang berdampak berubahnya tatanan lingkungan
karena kegiatan manusia itu berakibat lingkungan kurang atau tidak berfungsi
lagi. Pencemaran berakibatkan kualitas lingkungan menurun, akan menjadi
fatal apabila tidak dapat di manfaatkan sebagai mana fungsi sebenarnya.

Hal ini harus disadari, bahwa keadaan lingkungan yang ditata dengan
sebaik-baiknya untuk menyangga kehidupan kini dan mendatang dapat berubah
dengan cepat. Perubahan ini bukannya menunjukan perkembangan yang
optimis mengarah pada tuntutan jaman namun 1nalahan sebaliknya, krisis
lingkungan timbul di mana-mana. Kemunduran demikian di awali dengan
gejala pencemaran dan kerusakan yang belum begitu nampak.

Pencemaran karena limbah-limbah pabrik yang masi murni, belum melalui
proses (waste water treament) menyebar kewilayah bebas. Lambat laun
dampaknya pada lingkungan akan terasa hanya sosial menunggu waktu saja.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup dimana telah merumuskan secara tegas
tentang definisi dari pencemaran lingkungan sebagaimana yang dirumuskan

dalam Pasal 1 angka 14 berbunyi; "Pencemaran lingkungan hidup adalah

32
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masuk atau dimasukkannya mahkluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain
kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Dengan demikian Pasal 1 angka 14 ini memuat unsur-unsur dari
perbuatan pencemaran lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

a. Masuknya atau dimasukkannya mahkluk hidup, zat energi, dan /atau

komponen lain kedalam lingkungan hidup.

b. Dilakukan kegiatan manusia

¢. Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Persoalan di atas tidak lepas dari adanya korporasi yang selalu
menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu untuk mencegah
hal tersebut, maka dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu diterapkan adanya sanksi
administratif, perdata dan pidana .*%

Di antara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia tersebut,
penegakan hukum atministrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum
terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan
kepada upaya pencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkunhgan.
Disamping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk
menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

Penegakan hukum perdata merupakan upaya penegakan hukum terpenting

2 p.Joko Subagyo, 2005, Hukum Lingkungan Masalah dan Penaggulangannya,
Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27
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ke dua setelah hukum administrasi karena tujuan dari penegakannya hanya
terfokus pada upaya permintaan ganti rugi oleh korban kepada pencemar atau
perusak lingkungan. Namun upaya penegakan hukum perdata merupakan
upaya hukum yang meringankan tugas negara, artinya negara tidak perlu
mengeluarkan biaya penegakan hukum (law enforcemen cost) karena
penegakan hukum di sini dilakukan oleh rakyat dan otomatis biayanya juga
ditanggung oleh rakyat.

Penegakan hukum pidana dipandang sebagai wltimum remedium atau
upaya hukum terakhir karena penegakan hukum disini ditujukan untuk
menjatuhkan pidana penjara atau denda kepada pelaku pencemaran
dan/atau perusak lingkungan hidup. Jadi, penegakan hukum pidana tidak
berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Namun
demikian, penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjara
(deterrantfactor) yang sangat efektif. Oleh karna itu, dalam praktiknya
penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.*”

Dengan menyadari bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan
dampak terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan perkiraan pada
perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah
pencegahan maupun dampak penanggulangan negatifnya dan mengupayakan
dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut.*"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagai bentuk upaya

pencegahan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya air

*) Sukanda Husin, Op. Cit, hlm. 92

N Jbid. hlm. 27
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mengatur berbagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup.

Dengan adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, maka baku
mutu lingkungan adalah untuk menilai ambang batas yang menentukan bahwa
lingkungan masih atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya, atau mutu
menentukan bahwa lingkungan belum atau telah terjadinya perubahan sifat
fisik dan/atau hayati lingkungan hidup. Maka untuk dapat menentukan telah
terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perlu di tetapkan baku
mutu lingkungan hidup, baik petapan kriteria kualitas lingkungan hidup
maupun kualitas buangan atau limbah. Padél dasarnya setiap usaha dan/atau
kegiatan seperti halnya pabrik atau industri tentu akan menghésilkan limbah
yang seringkali membahayakan masyarakat sekitarnya, apa bila limbah itu
tidak diolah dengan baik. Oleh karena itu rsetiap limbah perlu diolah sebelum
dibuang atau di alirkan kesungai, berarti pabrik atau industri tersebut harus
mempunyai alat pengelolaan limbah.

Dalam Pasal 22 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
diatur mengenai kewajiban bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang dilakukannya kemungkinan akan menimbuikan dampak besar dan penting
terhadap lingkungan hidup.

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus
dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan
unsur-unsur kepastian hukum, ke manfaatan dan keadilan. Kepastian hukum

menghendaki bagaimana hukumnya harus dilaksanakan, tanpa peduli bagai
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mana pahitnya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. hal ini
dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masarakat. Misalnya: “Barang
siapa mencemarkan lingkungan maka ia harus di hukum,”

Ketentuan ini menghendaki agar siapapun (tidak peduli jabatannya) apa
bila melakukan perbuatan pencemaran lingkungan maka ia harus dihukum.
Ingat: bahwa di hukumnya pencemar disini bukan karena ia mencemarkan,
tetapi karena adanya suatu peraturan yang ada terlebih dahulu yang melarang
perbuatan pencemaran tersebut. Itulah yang dikehendaki dalam kepastian
hukum, apa bunyi hukum itulah yang dilaksanakan.

Penegakan hukum di.laksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai
jenis sanksinya seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.
Dalam kasus kasus pencemaran lingkungan, jalur pertama penegakan hukum,
seharusnya adalah jalur administratif dengan sanksi administratif, yang dapat
meliputi:

1. pemberian teguran keras

2. pembayaran uang paksaan;

3. penangguhan berlakunya izin.

4. Pencabutan izin.*” :

Dalam berbagai kasus pencemaran, pada umumnya pemerintah
cenderung untuk tidak menjahtuhkan sanksi administratif karena adanya
kekhawatiran bahwa hal itu dapat menimbulkan gejolak sosial akibat

ditutupnya perusahaan dan di PHK nya para pekerja. untuk itu seharusnya

) R.M. Gatot P. Soemartono, Op. Cit., him. 68
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pencabutan izin adalah tindakan terakhir setelah bentuk sanksi administratif
diterapkan.

Kemudian adalah sanksi perdata yang berupa ganti kerugian kepada
penderita dan biaya pemulihan kepada negara. Pembayaran ganti kerugian
kepada penderita tidak membebaskan si pencemar dari kewajibannya untuk
membayar biaya pemulihan lingkungan yang telah rusak atau tercemar kepada
negara.

Biaya ini dibayar kepada negara karena negaralah yang mempunyai
kemampuan dengan fasilitas yang ada padanya untuk melakukan upaya
pemu]ihz;n yang telah rusak atau tercemar.’®

Sanksi terakhir adalah pidana dalam UULH sanksi pidana yang dapat
dijatuhkan kepada pencemar atau perusak lingkungan hidup adalah sanksi
pidana penjara dan sanksi pidané denda baik kepada individu sebagai pengurus
badan hukum atau perusahaan maupun terhadap badan hukum itu sendiri.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwasanya unsur-unsur tindak pidana
pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

1. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau

komponen lain ke dalam lingkungan hidup;

o]

Dilakukan kegiatan manusia;

3. Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

%) Ibid, him. 70



manusia senantiasa dihinggapi mimpi buruk akibat dari perbuatan nya
sendiri.’”

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup
dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan
karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (sosial depence)
dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (verboden) dan perbuatan
yang diharuskan atau kewajiban (geboden) yang di lakukan oleh para pelaku
pembangunan.

Secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk mencegah
terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan
yang salah dan mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si
pelanggar.®®

Dalam hukum (pidana) untuk dapat melihat seseorang dapat dinyatakan
sebagai pembuat atau pelaku maka terlebih dahuiu harus dilihat dari ketentuan
yang mengatur tentang suatu perbuatan tersebut. Begitu pula dengan tindakan
atau perbuatannya haruslah merupakan tindak pidana atau tindakan yang
dilarang dalam arti haruslah terlebih dahulu termuat dalam suatu peraturan
perundang-undangan. Hal ini disebabkan, dalam hukum pidana terdapat ;sas
legalitas, “nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”, yang

berarti, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan

N Absori, 2000, Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era
Perdagangan Bebas, Muhamadiyah Universty Press, Surakarta, him. 2
* Sukanda Husin, Op.Cit., hlm. 122
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ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya, sebagai
mana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.*”

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif sudah
diakui, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat
diberikan sanksi pidana. Mengenai pertanggungjawaban pidana menurut
Rasyit Ariman yang mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap
perusakan atau pencemaran lingkungan hidup di bebankan kepada orang yang
melakukan tindak pidana tersebut, apa bila perusahaan-perusahaan industri
yang menyebabkan rusak atau tercemarnya lingkungan hidup yang
bertanggung jawab adalah direksi atau pengurus-pengurus lainya.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan
bahwa adanya kesengajaan melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan
hidup yaitu baku mutu, ambien dan itu jelas dapat dijatuhkan sanksi
sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang perlindungan dan serta sumber daya air pengelolaan dan lingkungan
hidup. Dalam BAB xv ketentuan pidana

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan
oleh atau atas nama korporasi ( badan hukum, perseroan, perserikatan, yayz\san
atau organisasi lain) serta yang memberi perintah untuk melakukan perusakan
dan pencemaran lingkungan hidup ancaman pidana denda di perberat dengan
sepertiganya sebagaimana tercantum dalam pasal 116, Pasal 117, Pasal 118,

Pasal 119 dan 120 yang dimana kelima pasal tersebut mengatakan; Pasal 116

> Bambang Poernomo, Op.Cit., him. 81
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Avyat (1) berbunyi: "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh,

untuk, atau atas nama badan usaha tuntutan pidana dan sanksi pidana

dijatuhkan kepada:

a. Badan usaha; dan/atau

b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau
orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana
tersebut.”

Selanjutnya ayat (2) berbunyi: “Apabila tindak pidana lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang
berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak
dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi
perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan
tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117 mengatakan bahwa: “Jika tuntutan pidana diajukan kepada
pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana
penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.” Pasal 118 mengatakan bahwa:
“Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1)
huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda
diperberat dengan sepertiganya.”

Pasal 119 mengatakan bahwa: “Selain pidana sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup, terhadap korporasi ( badan usaha, perseroan
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perserikatan, yayasan, organisasi lainnya) dapat dikenakan pidana tambahan

atau tindakan tata tertib berupa:

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;

c. Perbaikan akibat tindak pidana;

d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

8 Penémpatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3  (tiga)
tahun.”

Untuk itu dapat disimpulkan bahwasanya sanksi tindak pidana
pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahﬁn 2009
tentang Perlinduangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu berupa
ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda serta dapat
dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;

4. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

Lh

Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.




BAB 1V

PENUTUP

Berpangkal tolak pada uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat
ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :
A. Kesimpulan

1. Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup , yaitu

a. Masuknya atau dimasukkannya makﬂuk hidup, zat, energy,
dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup;

b. Dilakukan kegiatan manusia;

c. Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

2. Sanksi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yaitu berupa ancaman pidana yang dijatuhkan berupa
pidana penjara dan denda serta dapat dikenakan pidana tambahan atau
tindakan tata tertib berupa: '

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;

c. Perbaikan akibat tindak pidana;

d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
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e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga)

tahun.”

B. Saran
1. Kiranya pelanggar terhadap penceraman lingkungan hidup benar-benar
diberikan sanksi yang tegas agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang
sangat merugikan masyarakat sebagai akibat perusahaan sebagai badan
hukum maupun perseorangan.
2. Pelaku usaha maupun perseorangan kiranya tidak melakukan pencemaran
yang mengakbbatkan menMya kualitas lingkungan yang sehat yang

sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup yang ada di planet bumi ini.
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